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PERATURAN  

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa beberapa tugas dan kewenangan Komisi 

Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;   

b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan strategi 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 

yang komprehensif dan sinergis perlu dilakukan 

revitalisasi organisasi sehingga Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi 

perlu dicabut dan diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang 
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Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan 

Korupsi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang 

Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi 

Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem 

Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi 

Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6043); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang 

Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 181); 

4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 12 

Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Komisi 

Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1552); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMBERANTASAN 

KORUPSI. 

 

BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG 

 

Pasal 1 

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara 

dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen 

dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 

 

Pasal 2 

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas 

melakukan: 

a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak 

terjadi tindak pidana korupsi; 

b. koordinasi dengan instansi yang berwenang 

melaksanakan pemberantasan tindak pidana 

korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan 

pelayanan publik; 

c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

negara; 

d. supervisi terhadap instansi yang berwenang 

melaksanakan pemberantasan tindak pidana 

korupsi; 

e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap 

tindak pidana korupsi; dan 

f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim 

dan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

(2) Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 



2020, No. 1303 
-4- 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 3 

Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: 

a. Pimpinan;  

b. Dewan Pengawas; dan 

c. Pegawai yang merupakan penggerak, pelaksana, 

pendukung dan pengawas yang tercermin dalam 

susunan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi. 

 

Pasal 4 

(1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a 

adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(2) Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin secara kolektif 

kolegial oleh seorang ketua dan 4 (empat) orang wakil 

ketua. 

(3) Pimpinan mempunyai tugas antara lain: 

a. merumuskan, menetapkan kebijakan, dan Strategi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

b. pelaksanaan bimbingan teknis atas pelaksanaan 

tugas pemberantasan korupsi pada jajaran struktur 

Komisi Pemberantasan Korupsi; 

c. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan 

pelaksanaan tugas Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi; 

d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas 

pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi pada 

jajaran struktur Komisi Pemberantasan Korupsi; 

dan 

e. meningkatkan peran serta masyarakat, badan usaha 

dan kerja sama internasional dalam pemberantasan 

korupsi. 

 

Pasal 5 

(1) Dewan Pengawas merupakan pengawas pelaksanaan 

tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. 
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(2) Dewan Pengawas mempunyai tugas:  

a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi 

Pemberantasan Korupsi; 

b. memberikan izin atau tidak memberikan izin 

penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;  

c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan 

Pegawai;  

d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari 

masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran 

kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai atau 

pelanggaran ketentuan Undang-Undang tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi;  

e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya 

dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan 

Pegawai; dan  

f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai 

secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.  

(3) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas 

secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.  

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(5) Ketentuan tentang struktur organisasi Dewan Pengawas 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 

Pimpinan membawahkan satuan dan unit organisasi yang 

terdiri atas: 

a. Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas: 

1. Biro Keuangan; 

2. Biro Sumber Daya Manusia; 

3. Biro Hukum; 

4. Biro Hubungan Masyarakat; dan 

5. Biro Umum. 

b. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, 

yang terdiri atas: 

1. Direktorat Jejaring Pendidikan; 


